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       Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah  Terhadap Hak Gugat 
Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) Dalam Pemenuhan Fasilitas 
Umum” ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
tentang unsur apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan dikategorikan sebagai 
gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis dan bagaimana tinjauan hukum islam 
jika ada rakyat yang menggugat pemerintah.  
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 
penelitian normatif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang 
bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat. 
Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan 
tersebut 
Putusan 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tentang pemenuhan fasilitas umum 
listrik dan putusan 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tentang fasilitas umum jalan 
tidak dapat memenuhi unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam gugatan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat 
diterima dan ditolak oleh pengadilan. Dalam Islam gugatan warga Negara 
(Citizen Lawsuit/Actio Popularis) termasuk kedalam Wila>yah al-Maza>lim. 
Wila>yah al-Maza>lim adalah peradilan yang dikhususkan untuk menangani 
permasalahan pemerintah dengan rakyat. Jika pejabat Negara atau Pemerintah 
dalam melakukan tugasnya merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-
hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM (Hak Asasi 
Manusia) dapat melakukan upaya pengajuan gugatan ke pengadilan Wila>yah 
al-Maza>lim. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas, sebaiknya pemerintah segera membuat 
Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang Citizen 
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A. Latar Belakang Masalah  
Hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun 
dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari 
sumber yang lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam 
masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat 
tersebut (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah 
tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi 
untuk menjatuhkan saksi yang sifatnya eksternal.
1
 
Di era modern saat ini kebutuhan hukum masyarakat semakin 
berkembang, sehingga di Indonesia dibuatlah sistem hukum untuk 
penyelesaian kepentingan-kepentingan permasalahan hukum di 
masyarakat. Sistem hukum yang digunakan untuk menyelesaikan 
kepentingan-kepentingan tersebut biasanya menggunakan dua sistem 
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 Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum  (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2012), 16. 



































hukum yang berlaku di dunia yaitu sistem hukum Civil Law  dan sistem 
hukum Common Law.  
Indonesia sebagai Negara hukum, sebagai Negara yang berasaskan  
hukum, hukum ditetapkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Hukum 
berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan 
keadilan sosial lahir dan batin, sarana penggerak, pembangun, penentuan 
alokasi wewenang, alat penyelesaian sengketa, memelihara kemampuan 
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang 
berubah, mengatur tata tertip dalam masyarakat secara damai dan adil, 
dapat melayani kehendak Negara. Hukum juga mendatangkan 
kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat, memberikan keadilan dan 
berfaedah bagi rakyat dengan cara menjaga kepentingan rakyat. Fungsi 
hukum sebagai penertib dan pengatur pergaulan dalam masyarakat serta 
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.
2
 
Fungsi hukum berjalan dengan baik bila para penegak hukum 
memiliki kemampuan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum 
dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing penegak hukum, 
misalnya:  
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 Efran, Filsafat Ilmu  (Bandung: BAS Press, 2011), 56. 



































1. Kecakapan dalam menafsirkan hukum dengan Metode a contrario, 
yang mana metode ini untuk mempertegas adanya kepastian hukum 
sehingga tidak menimbulkan kerugian. 
2. Kecakapan dalam menerapkan hukum yang berlaku.  
Tujuan dari fungsi hukum menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van 
Apeldoorn (1950), dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Studie 
van het Nederlanse Recht”, bahwa tujuan hukum mengatur tata tertib 
dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian 
hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan 
perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain 




Dari tujuan hukum tersebut diharapkan nantinya kepentingan-
kepentingan masyarakat akan hukum yang satu dengan yang lain tidak 
berlawanan atau tidak terjadi sengketa. Untuk mencapai keadaan tersebut 
maka dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap 
kepentingan tersebut. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan 
tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme pemberiaan 
peluang untuk mengajukan suatu gugatan guna menyelesaikan 
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 Zainal Asikin,  Pengantar Ilmu Hukum…, 21. 



































kepentingan-kepentingan yang berlawanan, sehingga dengan 
dilakukannya pengajuan gugatan ke suatu badan penyelesaian sengketa 
yang berwenang, diharapkan kepentingan-kepentingan yang pada awalnya 
berlawanan menjadi terselesaikan. 
Dengan berkembangnya kondisi masyarakat, muncul 
permasalahan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat diantaranya 
tentang hak warga negara yang dirasa belum di penuhi oleh penyelengara 
Negara. Pemenuhan fasilitas umum yang baik merupakan  hak bagi setiap 
warga negara. Jalan raya, lampu penerangan jalan, zebra cross merupakan 
salah satu sarana yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah  untuk 
memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk beraktifitas. Oleh karena 
itu masyarakat berhak atas rasa nyaman menggunakan fasilitas umum 
tersebut.  
Dalam praktiknya dibeberapa kota di Indonesia masih ada 
masyarakat yang merasa pemenuhan fasilitas umum yang di sediakan oleh 
Pemerintah  belum terpenuhi dengan maksimal. Hal tersebut berdampak 
pada kekecewaan masyarakat yang merasa hak-hanya dilanggar atau tidak 
dipenuhi oleh Pemerintah. Contoh kasus tersebut sebagaimana telah 
digelar di Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat dengan Putusan NOMOR: 
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Para Penggugat  adalah para pihak yang 



































mengatas namakan warga negara, dalam hal ini mereka merasa bahwa 
Negara telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi dan 
melindungi Hak Asasi Warga Kota Jakarta karena tidak  tersedianya 
fasilitas umum jalan di kota Jakarta yang baik dan nyaman. Jumlah 
kendaraan bermotor yang setiap tahun semakin bertambah tidak 
sebanding dengan ruas jalan yang tersedia, sehingga menyebabkan 
kemacetan yang luar biasa di kota Jakarta.  Maka pihak Penggugat  
menuntut Negara sebagai pihak Tergugat mengeluarkan kebijakan untuk 
mengatasi kemacetan di Jakarta.  
Gugatan yang diajukan oleh warga Jakarta tersebut merupakan 
salah satu konsep hak gugat perdata yang berasal dari sistem hukum asing 
yang memiliki karakteristik hampir sama dengan gugatan perwakilan 
walaupun memiliki beberapa unsur perbedaan yang prinsipil, yaitu 
terletak pada Penggugat  bukan merupakan korban langsung dari gugatan 
tersebut dan tidak dirugikan oleh masalah tersebut. Sistem hukum ini 
dikenal dengan istilah Citizen Lawsuit dalam sistem Common Law dan 
Actio Popularis dalam sistem Civil Law 
Dalam tatanan hukum Indonesia, Mahkamah Agung telah 
mengeluarkan  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 



































kelompok. Di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur 
mengenai bagaimana tata cara pengajuan gugatan secara kelompok 
dengan orang dalam jumlah banyak. Sehingga secara formal masyarakat 
telah mendapatkan legitimasi untuk memperjuangkan haknya melalui 
gugatan Class  Action dan legal standing.  
Sedangkan dalam kasus Citizen Lawsuit/Actio Popularis yang di 
Indonesia disebut hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk 
melindungi warga masyarakat dari terjadinya kerugian berbagai akibat 
tindakan, kebijakan atau karena pengambilan keputusan yang dilakukan 
oleh Pemerintah.  
 Merujuk pada pasal-pasal dalam Bab X A Undang-undang Dasar 
1945, sudah sepatutnyalah bahwa Hak Asasi Manusia harus dilindungi. 
Hal ini juga dipertegas dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia 10 
Desember 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak 
Politik serta Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Kebudayaan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966.
4
  
Berangkat dari kesadaran untuk mengawal perlindungan Hak 
Asasi Manusia itulah muncul gagasan mengenai hak gugat warga negara, 
yang digunakan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia ataupun 
                                                          
4
 A. Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika 
Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 65 



































segala perbuatan yang dilakukan Negara yang melanggar hak asasi warga 
Negara. Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan 
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah  kemudian 
diperkuat dengan Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk 
menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip 
Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, 
sehingga diajukanlah gugatan dengan bentuk Citizen Lawsuit.5  
Walaupun gugatan dalam bentuk Citizen Lawsuit/Actio Popularis 
belum di atur dalam suatu aturan perundang-undangan yang mengatur 
khusus tentang hal tersebut, tetapi pengadilan tidak bisa menolak gugatan 
tersebut karena berdasar pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili 
perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak/kurang 
jelas mengaturnya melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadili 
 
Sehingga perlu kajian lebih dalam mengenai Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis yang telah diterapkan dalam beberapa kasus di 
                                                          
5
 Isrok, et al.,  Citizen Lawsuit Penegakan Hukum Alternatif bagi Warga Negara  (Malang: UB 
Press, 2010), 4. 




































Dalam Islam mengenai Citizen Lawsuit/Actio Popularis menjadi 
pembahasan dalam fiqih siya>>sah, khususnya bidang Siya>>sah Qad{ai>yah  
yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-
perkara menggunakan syariat Islam. Al-Qadha’ (Peradilan) merupakan 
perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT 
memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia 
dengan apa yang telah Allah turunkan. Rasulullah SAW. secara langsung 
mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah 
masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Rasul juga memberikan 
keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, 
dan dalam masalah hisbah seperti ketika beliau mendapati pedagang di 
pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam 
masalah al-Maza>lim mengenai penetapan harga; dalam perselisihan 




Persoalan terkait peradilan telah di jelaskan dalam al-Qur’an :  
 ِ َِّلِل َءَاذَهُش ِطْسِقْلاِب َهيِما َّوَق اُوووُك اُوىَمآ َهيِذَّلا اَهَُّيأ اَي ِهَْيذِلاَوْلا َِلأ  ُْمُِسسَْوأ يَىَل َْولَل 
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 PMH UIN Jakarta “Kekuasaan Yudikatif (Sulthah Qadhaiyyah): Konsep Wilayah al-Qadha, 
Wilayah al-Mazhalim, dan Wilayah al-Hisbah”, dalam https://perbandinganmadzhabfiqh. 
wordpress.com/kekuasaan-yudikatif-sulthah-qadhaiyyah-konsep-wilayah-al-qadha-wilayah-al-
mazhalim-dan-wilayah-al-hisbah/, diakses tanggal 14 maret 2018. 



































 ْنِإَل اُولِذَْعت َْنأ ىَوَهْلا اُوِعبَّ َتت َلاف اَمِِهب يَلَْلأ ُ َّلِلاَف اًزيِقَف َْلأ اًّيِىَغ ْهَُمي ِْنإ َهِيبَزْقلأاَل الُوَْىت
اًزِيبَخ َنُوىَمَْعت اَِمب َناَك َ َّاللَّ َِّنإَف اوُضِزُْعت َْلأ 
 
Katakanlah: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap 
dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika 
dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu 
kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika 
kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu 
kerjakan". (QS An-Nisa>’,4:135) 
 
Agar tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran, kaidah fiqiyah yang 
terdapat dalam ayat diatas adalah:  
مامحلاب صتخي ق وقحلا يف ع ساىتلا عفر د لذحلا ةماقء 
 
Melaksanakan sanksi hudud (pidana) dan menyelesaikan persengketaan 
tentang hak (perdata),diserhakan kepada pemerintah (pengadilan)” 
 
Kaidah ini adalah tidak bisa seseorang yang tidak memiliki 
kekuasaan untuk melaksanakan hudud atau menyelesaikan pertengkaran, 




Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bagaimana 
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 Alfi Nabilla, “Ringkasan Al Qawa’id Al Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh yang 
Khusus)” dalam http://www.academia.edu/25733205/, diakses pada 15 Juni 2018. 



































tinjauan hokum Islam (Siya>>sah Qad{ai>yah) terhadap hak warga Negara 
untuk menggugat Pemerintah. Selanjutnya penulis akan membahas 
mengenai hak gugat warga negara di Indonesia yang dikenal dengan 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis, khususnya mengenai unsur-unsur 
sebagai syarat pengajuan gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis dan 
apakah gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis di benarkan atau tidak di 
Indonesia yang pada kenyataannya belum ada aturan hukum di Indonesia 
yang khusus mengatur mengenai gugatan tersebut.  
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik 
untuk membahas mengenai Citizen Lawsuit/Actio Popularis dalam 
penerapannya sebagai sistem hukum di Indonesia dan tinjauan Siya>>sah 
Qad{ai>yah dalam skripsi yang berjudul: “Tinjaun Siya>>sah Qad{ai>yah 
Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) 
(Kajian Putusan Tentang Fasilitas Umum)“ 
  



































B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 
diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya yakni: 
a. Terdapat kekosongan hukum (vacuum of law) mengenai Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis di Indonesia 
b. Timbulnya ketidakpastian hukum ketika hakim menangani 
gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis 
2. Batasan Masalah  
Batasan masalah dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang 
lengkap dan jelas serta tidak meluas dengan membatasi masalah yang 
akan dikaji, yaitu; 
1.  Pertimbangan hukum dalam  memutus suatu gugatan warga 
Negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) 
2. Tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah terhadap hak warga negara untuk 
menggugat Pemerintah 
  



































C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, 
maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar gugatan di kategorikan 
sebagai gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis  
2. Bagaimana tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah mengenai hak gugat warga 
negara dalam pemenuhan fasilitas umum  
 
D. Kajian Pustaka 
Berikut adalah uraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian 
yang sudah pernah dilakukan seputar masalah Hak Gugat Warga Negara 
(Citizen Lawsuit/Actio Popularis). Agar tidak terjadi pengulangan atau 
duplikasi kajian/penelitian. 
1. Skripsi dengan judul “Hak Gugat Warga Negara (Citizen 
Lawsuit/Actio Popularisatau Actio Popularis) Atas Dasar Perbuatan 
Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara (Studi 
Kasus Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST)” yang ditulis 
oleh Subiasto dari Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2016. 
Dalam Sekripsinya di nyatakan beberapa point penting :  



































a. Citizen Lawsuit/Actio Popularis diajukan atas dasar perbuatan 
melawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan oleh 
penyelenggara Negara sehingga menimbulkan kerugian bagi warga 
Negara. Ganti rugi yang dituntut dalam gugatan ini tidaklah 
diperbolehkan untuk meminta ganti rugi dalam bentuk uang 
melainkan hanya sebatas ganti rugi immateriil seperti 
mengeluarkan kebijakan atau regulasi untuk menanggulangi 
permasalahan yang terjadi di masyarakat. 
b. Pembahasannya sekripsi ini selanjutnya dikorelasikan dengan 
Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST mengenai kasus 
kemacetan di DKI Jakarta yang dalam perkara ini pihak 
Penggugat  adalah Agustinus Dawarja, Yohanes Tangur, dan 
Ngurah Anditya Ari Firnanda yang dalam perkara ini 
mengatasnamakan warga Negara Indonesia sedangkan para 
Tergugat yakni Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai 
Tergugat I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta 
sebagai Tergugat II, Bambang Negara Republik Indonesia Cq. 
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia 
sebagai Tergugat III, serta X pihak yang turut Tergugat dalam 
perkara ini. 



































2. Artikel dari Universitas Padjajaran dengan judul “ACTIO  
POPULARIS  (CITIZEN  LAWSUIT) DALAM PRESPEKTIF 
HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA” yang ditulis oleh Efa 
Laela Fakhriah. Dalam artikel ini terdapat beberapa point, yaitu:  
a. Hukum acara perdata yang merupakan aturan permainan untuk 
mengajukan suatu tuntutan hak atau gugatan, mempunyai fungsi 
yang penting sehingga harus bersifat formal, tidak boleh 
disimpangi, dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang 
menggunakannya, baik hakim maupun para pihak pencari keadilan 
yang berperkara melalui pengadilan. Karenanya lembaga hukum 
acara yang berasal dari sistem hukum atau Negara asing, 
sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan kita, 
demi kepastian hukum, tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan.  
 
E. Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar 
gugatan di kategorikan sebagai gugatan Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis. 



































2. Untuk mengetahui tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah mengenai hak gugat 
warga negara dalam pemenuhan fasilitas umum. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritis  
a. Karena belum ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur 
mengenai Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis). Maka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsih terhadap perkembangan Hukum di Indonesia, 
khususnya terkait dengan Hak Gugat Warga Negara (Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis) dalam pemenuhan fasiltitas umum yang 
layak. Pemenuhan fasilitas umum yang layak telah di atur dalam 
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi:  
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum 
yang layak 
 
b. Peneliti berharap siapapun yang membaca penelitian ini akan 
terbuka wawasannya mengenai Hak Gugat Warga Negara (Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis) dalam praktik ketatanegaraan Islam atau 
Siya>>sah Qad{ai>yah 



































2. Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
untuk menetapkan hukum mengenai gugatan Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai 
adanya hak gugat warga negara (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) di 
Indonesia dan hak gugat warga negara dilihat dari Siya>>sah Qad{ai>yah 
 
G. Defisi Operasional  
Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti 
tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. 
Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan 
karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.
8
 Agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam memaknai skripsi yang berjudul Tinjaun Siya>>sah 
Qad{ai>yah Terhadap Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum ini, maka perlu dijelaskan 
tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut: 
1. Siya>>sah Qad{ai>yah 
                                                          
8
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 5. 



































Siya>>sah Qad{ai>yah adalah hukum yang mengatur antara warga 
Negara dengan lembaga peradilan dalam batas-batas. Didalamnya 
mencangkup pengangkatan pernikahan, masalah harta, muamalah dan 
lain-lain 
a. Sumber-sumber yang terdapat dalam Siya>>sah Qad{ai>yah meliputi:  
1) Al-qur’an, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-
prinsip kehidupan masyarakat. 
2) Al-hadith, terutama hadith-hadith yang berhubungan dengan 
imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. 
didalam menerapkan hukum di negeri Arab. 
3) Ijtihad ulama didalam mencapai kemaslahtan umat, misalnya 
haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. 
4) Adat kebiasaan suatu bangsa, yang tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip al-qur’an dan hadith. Ada kemungkinan adat 
kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang disebut konvensi.
9
 
2. Citizen Lawsuit/Actio Popularis  
Hak gugat Citizen Lawsuit/Actio Popularis adalah hak gugat yang 
diberikan bagi setiap warga untuk menggugat karena berkenaan 
dengan kebijakan pembuatan keputusan yang merugikan kepentingan 
                                                          
9
 Muchtar Affandi, “Ilmu-ilmu Kenegaraan” (Bandung: PT Alumi 1971), 157. 



































umum. Dalam gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis, Penggugat  
tidaklah benar-benar sebagai korban yang mengalami langsung (riil), 
untuk itu seseorang warga tidak perlu membuktikan bahwa dirinya 




3. Fasilitas Umum  
Menurut pendapat Prof. Dr. Hj. Zakiah Daradjat, seorang 
pakar psikologi Islam yang perpendapat fasilitas artinya segala 
sesuatu yang mempermudah upaya serta meperlancar kerja dalam 
rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
11
 Dari penjabaran diatas dapat 
dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat memperlancar pekerjaan 
atau usaha untuk mencapai suatu tujuan dapat disebut sebagai 
fasilitas. Dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal dengan istilah 
fasilitas umum. Fasilitas umum sendiri adalah sarana yang disediakan 
untuk kepentingan umum seperti jalan raya dan lampu penerangan 
jalan. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang 
memberikan kita kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik.  
                                                          
10
 Nommy H.T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu 
Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)", FH.UNISBA, No 
3, Vol. 13 (November, 2011), 239. 
11
 Yuni Siska Sari “Pengertian Fasilitas dan Penyebab Cedera Pada Fasilitas Olahraga”  dalam 
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/, diakses tanggal 6 maret 2018. 



































H. Metode Penelitian  
Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode 
dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu 
methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan 
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk 
memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk 
menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 
dan termasuk keabsahannya.
12
 Adapun pengertian penelitian adalah suatu 
proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, 
untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data 
dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 




Dari pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode 
penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara 
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. 
Secara lebih luas lagi Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian 
adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan 
                                                          
12
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Rajawali 
Pers, 2003), 24. 
13
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2005), 5 



































tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, 
suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan 
untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 
14
 
Untuk memperoleh data yang valid dalam penulisan skripsi yang 
berjudul “Tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah terhadap Hak Gugat Warga Negara 
(Citizen Lawsuit/Actio Popularis) dalam Pemenuhan Fasilitas Umum” 
ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitian, yaitu: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini 
yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif meliputi norma atau 
kaidah dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, 
perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.  
Usaha dalam menemukan hukum secara konkrit yang sesuai 
jika diterapkan dalam sistem ketata Negaraan di Indonesia adalah hal 
yang sangat penting dalam penelitian normatif.  
2. Sumber Data 
a. Sumber  Hukum Primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti 
                                                          
14
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 
(Bandung: Alfabeta, 2009), 6. 



































peraturan perundang–undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum 
primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini salah satunnya 
yakni Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi:  
Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang 
layak 
 
b. Sumber Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum 
yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum 
primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para 
pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara 
khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan 
mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh 
penulis adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet. 
c. Sumber Data Tersier 
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 
mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum 
lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah 
kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. 
3. Tektik Pengumpulan Data  



































Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi 
Kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip, 
mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan 
objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Literatur terkait dengan objek 
penelitian adalah buku hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, 
makalah-makalah, skripsi dan artikel yang sesuai dengan isu hukum 
yang di angkat oleh peneliti. 
4. Teknik Analisa Data 
Sistematika penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara 
data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu 
analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam 
bentuk uraian kalimat yang logis yang mengacu kepada norma hukum 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan 
pengadilan. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 
dari permasalahan tersebut. 
 
I. Sistematika Penulisan  



































Agar pembahasan dalam sekripsi ini sistematis dan mudah 
dipahami oleh pembaca, maka penulis menggunakan sistematika 
pembahasan mengenai isi sekripsi sebagai berikut: 
 Bagian awal, berisi sampul luar, sampul dalam, pernyataan 
keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, abstrak, kata pengantar, 
dan daftar isi. 
 Bab satu memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan.  
Bab dua berisi penjelasan terhadap teori-teori yang didapat 
sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini 
teori-teori yang dipaparkan adalah teori-teori konsep Siya>>sah Qad{ai>yah 
dan hak-hak warga negara di jabarkan. Teori-teori tersebut nantinya 
digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah. 
Bab tiga memuat 2 (dua) putusan yang telah di jabarkan oleh 
penulis dan data penelitian yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber 
hukum yang berkaitan dengan pengertian dan unsur-unsur Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis.  



































Bab empat, dalam bab ini memuat analisa Siya>>sah Qad{ai>yah 
terhadap gugatan warga negara dan Citizen Lawsuit/Actio Popularis 
dalam penerapannya di Indonesia. Dari analisa yang di peroleh kemudian 
ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 
Bab lima, memuat bab penutup yang mengemukakan kesimpulan 
dari semua pembahasan dan merupakan jawaban ringkas dari rumusan 
masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dan kemudian diikuti oleh 
penyampaian saran. 




































SIYA>>SAH QAD{AI>YAH   DAN HAK WARGA NEGARA 
 
A. Pengertian Siya>>sah Qad{ai>yah   
1. Siya>>sah Qad{ai>yah  Dan Sejarah  
Menurut al-Khathib asy-Syarbini, al-Qadha’ adalah penyelesaian 
perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT. 
Dalam Fathul Qadir karya Imam Asy-Saukani al-Qadha’ diartikan 
sebagai al-Ilzam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu 
Hayyan diartikan sebagai penyelesaian perselisihan dan pemutusan 
persengketaan, sedangkan dalam Bada’i ash-Shana’i karya Imam Al 
Kasani diartikan sebagai penetapan hukum di antara manusia dengan 
haq (benar).  
Siya>>sah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, 
pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan. Sedangkan 
Qad{ai>yah sering dipadankan dengan istilah Sulthah Qad{ai>yah. Kata 
Sulthah/sulthatun sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang 
berarti Pemerintahan. Jadi, Sulthah Qad{ai>yah secara etimologis yaitu 
kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Sedangkan 
secara terminologi Sulthah/sulthatun yakni: Kekuasaan atas sesuatu 
yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atau bentuk 
perbuatan yang ditinggalkan. Maksudnya yaitu, kekuasaan untuk 

































mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan sejak 
penyusunannya sampai pelaksanaannya serta mengadili perkara 
perselisihan, baik yang menyangkut perkara perdata maupun pidana. 
Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dikenal dengan Kekuasaan 
Yudikatif. 
Lembaga peradilan (Yudikatif) berfungsi untuk mewujudkan 
hukum yang adil dan melaksanakan semua ketentuan hukum secara 
konsekuen. Karenanya, kehadiran lembaga yudikatif dalam sistem 
kenegaraan Islam menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.  
Ketika Rasulullah SAW. masih hidup, maka beliaulah satu-
satunya rujukan ketika terdapat suatu masalah. Demikian pula ketika 
terjadi sengketa-sengketa yang terjadi antara para sahabat, maka 
beliaulah yang orang yang berperan utama dalam menyelesaikan 
masalah tersebut. Meskipun adakalanya Rasulullah SAW. 
memerintahkan para sahabat untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang terjadi dengan cara mengangkat sahabat tertentu untuk menjadi 
Qad{i (hakim) di daerah tertentu, namun hal itu atas dasar legitimasi dari 
Rasulullah SAW.  
sendiri.
15
 Ini adalah peradilan Islam Periode pertama 
Periode kedua, Pasca Rasulullah SAW. wafat, roda Pemerintahan 
dipegang oleh al-Khulafa al-Rasyidin. Masa khalifah Abu Bakar as-
Shiddiq, kekuasaan yudikatif masih dipegang oleh penguasa atau pihak 
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 Ibid 45 

































eksekutif dan belum ada perubahan yang berarti, kecuali perubahan 
ketika Abu Bakar mengangkat Umar Bin Khattab sebagai Hakim Agung 
untuk melaksanakan tugas yudikatif. Meskipun demikian, secara 
keseluruhan belum ada pemisahan tegas antara kekuasaan eksekutif dan 
yudikatif. 
Pada masa Pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif 
mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Dan mulai diatur 
pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara 
anggota masyarakat, bersendikan Al-Qur`an, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. 
Pranata sosial politik Negara Madinah yang dibangun oleh Khalifah 
Umar bin Khattab, selain pembenahan lembaga peradilan, ia juga 
membentuk lembaga-lembaga yang berfungsi membantu amir/wali 
(gubernur), diantaranya; katib (sekretaris), shahib al-kharaj (pejabat 
pajak), shahib al-ahdats (pejabat kepolisian), dan shahib albail al-mal 
(pejabat keuangan). Namun pada saat itu, baru beberapa provinsi yang 
memiliki pejabat hakim, yaitu Syarih bin al-Haris hakim untuk Kufah, 
Abu Musa al-Asy`ary hakim untuk Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-
Sahami hakim untuk mesir, dan Hakim di Madinah dijabat oleh Abu al-
Darda`. Sedangkan untuk provinsi-provinsi lain, tugas hakim dijabat oleh 
gubernur. Dengan demikian untuk beberapa provinsi, Khalifah Umar 
telah memisahkan jabatan peradilan dari jabatan eksekutif. Hakim diberi 
wewenang sepenuhnya untuk melaksanakan pengadilan yang bebas, 
bebas dari pengaruh dan pengawasan gubernur, bahkan Khalifah 

































sekalipun. Tidak hanya itu, pada masa Umar, dibentuk juga lembaga 
yang menangani urusan kriminal dan pidana selain zina yang langsung 
ditangani oleh hakim. Lembaga tersebut adalah ahdat, dengan Qamadah 
bin Mazan dan Abu Hurairah sebagai pemimpinnya. Pada masa Umar 
juga, disusun risalat al-Qadha’ yang dibuat oleh Abu Musa al-Asy`ary 
hakim di Kuffah atas intruksi dari Umar bin Khattab. Risalah tersebut 
isinya mengandung pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang 
dan pokok-pokok hukum yang harus dipegang oleh hakim dalam 
menyelesaikan perkara yang sekarang dikenal dengan hukum acara. 
Risalah tersebut sangat terkenal, bahkan sampai sekarang masih 
dijadikan sebagai pegangan/pedoman pokok para hakim dalam 
melaksanakan tugasnya. 
Pada masanya, Umar menyempurnakan perangkat kekuasaan 
kehakiman, yakni mengadakan sistem pemenjaraan bagi pelaku kriminal 
atau jinayah lainnya. Beliau telah membeli rumah Safwan Ibn Umayyah 
dan menjadikan rumah tersebut sebagai penjara. Awalnya penjara 
tersebut khusus bagi pelaku kriminal, tetapi setelah Shuraih diangkat 
menjadi hakim, beliau juga memasukkan orang yang dihukum karena 
tidak membayar utang. Juga telah memasukkan Abu Mahjan Thaqlijke 
dalam penjara karena beberapa kali dihukum karena meminum arak, tapi 
ia tidak insaf. Sedangkan pada masa Usman bin Affan, mulai dilakukan 
pembenahan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yakni 
menyangkut sarana dan prasarana. Di antaranya; pertama, membangun 

































gedung khusus untuk lembaga yudikatif, yang semula mereka 
melangsungkan sidang peradilan dirumah senidri dan pindah ke masjid-
masjid. Kedua, menyempurnakan administrasi peradilan dan 
mengangkat pejabat-pejabat yang mengurusi administrasi peradilan. 
Ketiga, memberi gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana diambil 
dari baitul mal, dan keempat, mengangkat naib qadhi, semacam panitera 
yang membantu tugas-tugas qadhi (hakim). Berdasarkan uraian di atas, 
zaman al-Khulafa al-Rashidin, khususnya masa Umar bin Khattab dan 
Usman bin Affan, susunan lembaga yudikatif (Sult{ah Qad{ai>yah) masih 
dalam tahap pembentukan, organisasinya belum sempurna. Meskipun 
demikian, untuk ukuran masanya, susunan kekuasaan kehakiman 
tersebut sudah tersusun mendekati sempurna. Bahkan bisa dikatakan 
hampir paralel dengan susunan peradilan yang terdapat di Negara-
Negara modern sekarang, karena secara prinsipil susunan peradilan di 
zaman khalifah dengan zaman sekarang tidak mempunyai perbedaan 
yang berarti. Termasuk, adanya Mahkamah Agung yang dipimpin oleh 
seorang Ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudhat), yang 
berkedudukan di ibu kota Negara. Dalam catatan sejarah, Zaid bin 
Tsabit adalah orang pertama yang menduduki jabatan ini pada masa 
Pemerintahan Umar bin Khattab. 
Periode ketiga, yakni masa Dinasti Umayyah, kekuasaan 
yudikatif makin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang 
menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, masing-

































masing hakim tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik 
penguasa Negara, mengingat hakim memiliki kekebasan dalam memutus 
perkara. Kebebasan hakim pada masa tersebut tercipta karena memang 




Periode keempat, luasnya kekuasaan bani Abbasiyah 
mengakibatkan munculnya berbagai persoalan kehidupan. Pada masa ini 
muncul istilah-istilah fiqih yang melahirkan ulama fiqih dan 
madzhabnya.
17
 Pada masa Abbasiyah juga dilakuakan pembagian 
wilayah Negara kepada beberapa provinsi yang disebut imarat.18 
Persidangan dilakukan di gedung dengan hari persidangan yang sudah di 
tentukan. Saat mengadili para hakim memakai pakaian khusus (jubbah 
dan surban hitam sebagai lambing Daulah Abbasiyah). Dan juga sudah 
mulai memperhatikan administrasi peradilan semacam panitera. 
19
 Pada 
masa ini sudah ada ide pembuatan Undang-undang Umum sebagaimana 
yang diusulkan Ibnu Muqaffa yang mengirim surat kepada Khalifah Abu 
Ja’far Al Manshur untuk membuat Undang-undang yang di ambil dari 
Al-Quran dan Al Sunnah. Namun di tolak oleh Imam Malik.
20
 
Pada Periode kelima, yakni masa Turki Usmani dan sesudahnya. 
Selain itu, perubahan yang terjadi pada kekuasaan yudikatif pada masa 
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ini, di samping terdapat lembaga peradilan yang khusus orang-orang 
Muslim, juga didirikan lembaga peradilan yang khusus menangani 
orang-orang non muslim (kafir dzimmi: kafir yang dilindungi) dan 
orang-orang yang ditinggal di wilayah kekuasaannya, yang sumber 
hukumnya adalah agama masing-masing dan Undang-undang asing. 
Setelah periode kekuasaan khilafah Turki Usmani hancur pada tahun 




2. Fungsi  Siya>>sah Qad{ai>yah   
Sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan dan 
memutuskan perkara, maka Al-Qadha’ berfungsi untuk menciptakan 
ketertiban dan ketentraman masyarakat melalui hukum. Al-Qadha’ 
bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya 
hukum Islam. Untuk terwujudnya hal tersebut di atas, Siya>>sah Qad{ai>yah  
mempunyai tugas pokok yaitu : 
a. Mendamaikan pihak yang bersengketa. 
b. Menetapkan sangsi dan menerapkannya kepada para pelaku 
perbuatan yang melanggar hukum. 
c. Terciptanya amar ma’ruf nahi munkar 
d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat. 
e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya 
hukum Islam 
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Karena hukum sudah ada dan di atur, hakim hanya mengaplikasikan 
hukum tersebut ke dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk 
menyelesaikan dan tercapainya keadilan.22
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Dengan adanya peradilan, akan terwujudnya keadilan bagi seluruh 
rakyat, karena hak setiap orang dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai 
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Telah disebutkan dalam 
al-Quran (QS An-Nisa’ [4]:58) 
 ِب اىُوُكَْحت َْىأ ِساٌَّلا َيَْيب ُْنتْوَكَح َاِذإَو اَهِلَْهأ ٰىَِلإ ِتاًَاََهْلْا اوُّدَُؤت َْىأ ْنُكُرُْهأَي َ َّاللَّ َّىِإ  ِ ْ ََْلا َّىِإ
اًريِصَب ًاَيِوَس َىاَك َ َّاللَّ َّىِإ ۗ ِهِب ْنُكُظ َِ َي ا َّو َِ ًِ َ َّاللَّ 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat  
Kaidah fiqhiyah yang terkandunga didalamnya adalah:  
 ِةََحلْصوْل اِب ٌطُْىٌَه ِةَّيِع َّرلا ىلَع ِماَه ِْلْا ُف ُّرََصت 
 
Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan 
Dengan tegaknya keadilan, maka akan terwujud ketentraman, 
kedamaian dan keamanan dalam masyarakat. Selain itu, dapat 
menciptakan suasana untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.  
Di Indonesia, terdapat peradilan yang khusus untuk menyelesaikan 
permasalahan hak orang Islam atau disebut pengadilan agama. Lembaga 
ini menyelesaikan perkara dengan hukum-hukum syara yang dipetik dari 
Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pengadilan agama memiliki dua kewenangan, 
yaitu:  

































1) Kewenangan Absolut (Absolute Competentie) adalah kekuasaan yang 
berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan 
pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama 
adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata 
tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang 
yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur 
dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.  
2) Kewenangan Relatif (Relative Competentie) adalah pembagian 
kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau 
dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa 
dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah 
kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam 
perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan 
tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan 
Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan 
Agama Baturaja. Dari pengertian di atas maka pengertian 
kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan 
kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan 
tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan 
wilayah tempat tinggal atau tempat kediaman atau domisili pihak 
yang berperkara. 
3. Unsur-Unsur dalam Peradilan Islam 

































a. Hakim (Qadhi)  
Orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi 
hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan. 
Oleh karena itu penguasa itu sendiri tidak dapat menyelesaikan 
tugas peradilan. 
b. Putusan  
Putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaiakan suatu 
perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, seperti hakim 
berkata ‚saya hukum engkau dengan membayar sejumlah uang‛ 
putusan ini dinamankan: qadha ilzam atau qadha isthiqaq. 
c. Perbuatan (Mahkum Bihi) 
Perbuatan atau tindakan yang dikenai hukum. Perbuatan 
tersebut sengaja atau tidak sengaja hakimlah yang akan menentukan 
apakah Tergugat dibebaskan atau tidak.  
d. Terhukum (Mahkum ‘Alaihi) 
Mahkum ‘Alaihi secara harfiah adalah orang yang dijatuhi 
hukuman. Mahkum ‘Alaihi dalam hak-hak syara adalah orang yang 
diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan 
kepadanya. 
e. Pemenang perkara (Mahkum Lahu) 
Orang yang menggugat suatu hak. Dalam hal ini dia harus 
mengajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya. Dapat 

































mengajukan sendiri atau wakilnya. Didalam memutuskan perkara 
boleh dia sendiri yang menghadiri siding atau wakilnya 
f. Sumber hukum 
Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum 




B. Hak Warga Negara Menurut Siya>>sah Qad{ai>yah   
1. Hak Memilih (Haqq Al-Intikhab) 
Setiap orang berhak untuk memilih pemimpinnya, meskipun 
dirasa dalam pemilihan orang yang akan dipilih tersebut akan 
menang, warganega tetap harus memilih.  
2. Hak Bermusyawarah (Haqq Al-Musyawarat)  
Musyawarah merupakan sunnah Nabi saw. Meskipun 
Rasulullah merupakan seorang Nabi yang menerima wahyu dari 
langit, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para 
sahabat. Para ulama mengatakan bahwa yang demikian itu adalah 
agar menjadi teladan bagi umatnya sepeninggal beliau. 
3.  Hak Mengawasi / Mengontrol (Haqq Al-Muraqabat) 
Karena khilafah menyerupai wikalat maka rakyat berhak 
mengawasi penguasa sebagaimana pemberi kuasa berhak mengawasi 
yang diberi kuasa. Bahkan, pada dasarnya pengawasan / pengontrolan 
rakyat atas penguasa bukan saja hak akan tetapi kewajiban. 
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4. Hak Menurunkan Khalifah (Haqq Al-‘Azl) 
Rakyat berhak menurunkan khalifah apabila terdapat sebab-
sebab syar’i yang mengharuskan. Rakyat berhak menurunkan khalifah 
melalui kekuasaan ahlul hall wal ‘aqd. Namun apabila ahlul hall wal 
‘aqd tidak mampu melaksanakan tugas ini atau apabila khalifah tidak 
mengindahkan ahlul hall wal ‘aqd, maka rakyat bisa langsung turun 
tangan dengan menggunakan kekuatan untuk menurunkan khalifah.  
5. Hak untuk Mencalonkan (Haqq Al-Tarsyih) 
Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain 
untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada 
dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya 
sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya 
darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan 
tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka 
pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syarat-
syaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus 
Yusuf as. 
Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri 
ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa 
alasan yang benar (secra syar’i) demi meraih jabatannya. Ia hanya 
boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak 
lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. 

































Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq 
yang mulia. 
6. Hak untuk Dipilih (Haqq Tawalliy Al-Wazha if Al‘Ammat) 
Sebetulnya, memangku jabatan politik bukanlah hak akan 
tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk 
memberikan  jabatan kepada orang yang memintanya (karena 
ambisi). Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, lalu 
bagaimanakah seharusnya? Jawabnya, hal ini menjadi tanggung 
jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada 
hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik 
(al-ashlah).  
7. Hak Persamaan (Al-Musawat) 
Semua manusia sama dimata Allah SWT. Sesungguhnya yang 
paling mulia diantara manusia adalah yang paling bertaqwa 
8. Hak Kebebasan (Al-Hurriyyat) 
Tidak ada larangn bagi Allah SWT. Untuk beragama, 
bertempat tinggal, Kebebasan Bekerja, Kebebasan Pemilikan, 
Kebebasan Berpikir dan Berpendapat 
9. Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran 
Negara berkewajiban untuk mencerdaskan rakyatnya. Negara 
wajib menciptakan instrumen-instrumen bagi pencerdasan rakyatnya. 
Aspek pendidikan dan pengajaran ini merupakan aspek yang amat 
penting, mengingat akal pikiran merupakan ciri khas kemanusiaan 

































yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Untuk itu tidak 
selayaknya Negara mengabaikan aspek pendidikan seraya mengejar 
keglamoran aspek-aspek material. Jadi, masalah pendidikan bukanlah 
semata-mata masalah individu, tetapi ia merupakan tanggung jawab 
Negara. 
10. Hak Memperoleh Tanggungan (Al-Kafalat) dari Negara 
Tidaklah mungkin seorang warganegara dalam Negara Islam 
hidup terlantar dalam kesengsaraan dan Negara membiarkannya saja, 
sementara Negara mengetahuinya. Jadi, Negara Islam bertanggung 




C. Siya>>sah Qad{ai>yah wilayah al-Maza>lim  
Lembaga peradilan atau tempat di dilakukannya peradilan dalam 
fiqih dibagi atas menjadi tiga bentuk, yakni:  
1. Wilayah al Qadha’, yakni  lembaga peradilan dengan 
kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, di sebut juga 
peradilan biasa 
2. Wilayah al Hisbah, yakni lembaga peradilan yang menangani 
berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka amar ma’ruf 
nahi munkar.  
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3. Wilayah al-Maza>lim, yakni lembaga peradilan yang menangani 
berbagai kasus penganiayaan penguasaterhadap rakyat dan 
penyalah gunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.  
Dalam Islam, kasus gugatan warga negara masuk dalam wilayah 
al-Maza>lim. Kata wilayah al-Maza>lim merupakan gabungan dua kata, 
yaitu Wilayah dan al- Mazalim. Kata Wilayah secara literal berarti 
kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata al-
Maza>lim adalah bentuk jamak dari Mazalimah yang secara literal berarti 
kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan, dan kekejaman. Secara terminologi 
wilayah al-Maza>lim berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari 
kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus 
yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap 
rakyat biasa. Wilayah al-Maza>lim bertugas mengadili para pejabat negara, 




Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa pada lembaga ini 
adalah kasus-kasus yang diajukan oleh yang teraniaya akan tetapi 
sebagian dari kasus-kasus yang diadili oleh lembaga ini tidak diperlukan 
pengajuan dari pihak yang teraniaya, melainkan memang tugas dari 
lembaga ini untuk memeriksanya.
25
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Tugas absolut yang dimiliki oleh oleh Wilayah al-Maza>lim adalah 
memutus perkara yang tidak dapat diselesaikan dan diputuskan oleh 
hakim karena  tidak mempunyai wewenang untuk memutus perkara 
banding. Perkara-perkara yang di periksa oleh al-Maza>lim ada 10 
(sepuluh) macam, yaitu:  
1. Penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap 
rakyat biasa baik perorangan maupun golongan. 
2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk 
mengumpulkan zakat dan harta benda. 
3. Mengawasi kinerja para pejabat negara.  
4. Tentara yang dikurangi gajinya atau pembayaran gajinya 
terlamabat. 
5. Mengembalikan harta-harta kepada rakyat setelah harta-harta 
mereka di rampas oleh penguasa-penguasa yang dzalim. 
6. Mengawasi harta-harta wakaf. 
7. Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilakukan oleh 
hakim itu sendiri karena orang yang dijatuhi hukuman adalah 
orang yang memiliki derajat tinggi.  
8. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan 
dengan kemaslahatan bersama namun tidak dapat dilakukan 
oleh hisbah.  
9. Memelihara hak-hak Allah, seperti: sholat jumat, hari raya, 
haji dan jihad. 

































10. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa 
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TINJAUAN UMUM TENTANG HAK GUGAT WARGA NEGARA (CITIZEN 
LAWSUIT/ACTIO POPULARIS) 
 
A. Pengertian Hak Gugat Warga Negara  
Hak gugat warga negara atau yang di kenal dengan istilah Citizen 
Lawsuit dalam sistem hukum Common Law dan Actio Popularis dalam 
sistem hukum Civil Law adalah hak gugat warga negara yang 
dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari terjadinya kerugian 
berbagai akibat tindakan, kebijakan atau karena pengambilan keputusan 
yang dilakukan oleh Pemerintah. Hak gugat Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap warga untuk 
menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuatan keputusan 
yang merugikan kepentingan umum. Dalam gugatan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis, Penggugat  tidaklah benar-benar sebagai korban 
yang mengalami langsung (riil), untuk itu seseorang warga tidak perlu 
membuktikan bahwa dirinya atau pihaknya memiliki kepentingan hukum 
atau sebagai orang yang mengalami kerugian.
26
 
Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika warga negara yang tampil 
ke Pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum adalah 
warga negara yang memiliki pengetahuan dan kepedulian tentang 
kepentingan yang dibelanya, mengetahui fakta-fakta yang konkrit 
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mengenai gugatan yang diajukan, serta memiliki bukti-bukti yang 
memadai dan kuat untuk membuktikan dalil gugatannya. 
Pengertian gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis menurut ahli 
diantaranya:  
1. Menurut Gokkel  Actio Popularis adalah gugatan yang dapat diajukan 




2. Menurut pendapat Michael D Axline Bahwa Citizen Lawsuit 
memberikan kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak 
tertentu (Privat) yang melanggar Undang-undang selain kekeutan 
kepada warga negara untuk menggugat negara dan lembaga- lembaga 
(federal) yang melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang 




Dengan demikian setiap anggota warga negara atas nama 
kepentingan umum dapat menggugat Negara atau Pemerintah yang 
melakukan perbuatan melawan hukum, yang nyata-nyata merugikan 
kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis, hak mengajukan gugatan bagi warga negara atas 
nama kepentingan umum adalah tanpa syarat, sehingga orang yang 
mengambil inisiatif mengajukan gugatan tidak harus orang yang 
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mengalami sendiri kerugian secara langsung, dan juga tidak memerlukan 
surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya. 
Berdasarkan kajian tentang dasar tujuan, pengertian dan batasan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat 
ditarik suatu kesimpulan bahwa Citizen Lawsuit/Actio Popularis 
memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: 
a. Citizen Lawsuit/Actio Popularis merupakan akses orang perorangan 
atau warga negara untuk mengajukan gugatan di Pengadilan untuk 
dan atas nama kepentingan keseluruhan warga negara atau 
kepentingan publik. 
b. Citizen Lawsuit/Actio Popularis dimaksudkan untuk melindungi 
warga negara dari terjadinya kerugian karena otoritas Negara. 
c. Citizen Lawsuit/Actio Popularis memberikan kesempatan kepada 
warga negara untuk menggugat Negara dan institusi Pemerintah yang 
melakukan pelanggaran Undang-undang atau yang melakukan 
kegagalan dalam memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan 
(implementasi) undang-undang. 
d. Penggugat  dalam Citizen Lawsuit, tidak perlu membuktikan adanya 
kerugian langsung yang bersifat riil kepada dirinya sendiri.  
e. Dalam Citizen Lausuit, Penggugat tidak meminta ganti rugi materiil.  
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Citizen 
Lawsuit/Actio Popularisa dalah warga negara untuk menggugat 
Pemerintah karena tindakan atau perbuatannya yang melanggar Undang-



































undang atau perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang merugikan 
hak warganegaaranya. Para Penggugat  tidak boleh menuntut ganti rugi 
yang berbentuk uang. 
 
B. Jenis-Jenis Gugatan Warga Negara  
1. Class  Action  
Gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama Class  
Action atau Class  Representative adalah pranata hukum yang berasal 
dari sistem Common Law. Walaupun demikian, banyak Negara-negara 
yang menganut sistem Civil Law (seperti Indonesia). 
Class Action adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok 
orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang 
atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan 
kelompok tanpa harus turut serta dari setiap anggota kelompok. 
Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan 
kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan adequate 
(layak). Dapat diterima oleh kelompok, dan mempunyai kepentingan 
hukum dan fakta dari pihak yang diwakili. 
Class Action bisa merupakan suatu metode bagi orang perorangan 
yang mempunyai tuntutan sejenis untuk bergabung bersama mengajukan 
tuntutan agar lebih efisien, dan seseorang yang akan turut serta 
dalam Class  Action harus memberikan persetujuan kepada perwakilan. 
Unsur-unsur Class Action adalah: 



































a. Gugatan secara perdata  
Gugatan dalam Class Action masuk dalam lapangan hukum 
perdata. Tujuannya adalah untuk memperoleh perlindungan hak yang 
diberikan oleh Pemerintah agar tidak ada upaya main hakim sendiri 
(eigenechting). Pihak-pihaknya dinamakan Penggugat  dan Tergugat. 
Pihak disini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. 
Pada umumnya tuntutan dalam gugatan perdata adalah ganti rugi 
berupa uang 
b. Gugatan wakil kelompok atau Class Representative 
Gugatan wakil kelompok atau Class Representative adalah 
gugatan yang di lakukan oleh satu orang atau lebih karena  menderita 
kerugian, dan mengajukan mengajukan gugatan sekaligus mewakili 
kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Untuk menjadi wakil 
kelompok tidak disyaratkan adanya suatu surat kuasa khusus dari 
anggota kelompok. Saat gugatan Class Action diajukan ke pengadilan 
maka kedudukan dari wakil kelompok sebagai Penggugat  aktif. 
c. Anggota kelompok (Class Members)  
Sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita 
kerugian, kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di 
pengadilan. Apabila Class Action diajukan ke pengadilan maka 
kedudukan dari anggota kelompok adalah sebagai Penggugat  pasif. 
d. Adanya kerugian  



































Untuk dapat mengajukan gugatan Class Action, wakil 
kelompok (class repesentatif) maupun anggota kelompok (class 
members) harus benar-benar secara nyata mengalami kerugian 
(injured parties) 
e. Kesamaan peristiwa atau fakta dan dasar hukum 
Terdapat kesamaan fakta (peristiwa) dan kesamaan dasar 
hukum (question of law) antara pihak yang mewakili (class 
representative) dan pihak yang diwakili (anggota kelompok/class 
members). 
2. Legal Standing  
Legal Standing adalah keadaan di mana seseorang atau suatu 
pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak 
untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa 
atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.
29
 
Merujuk pada Pasal 51 UU 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi 
dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang 
atau suatu pihak memiliki legal standing, yaitu: 
a. Kriteria Pertama berkaitan dengan kualifikasinya sebagai subjek 
hukum, dimana pemohon harus merupakan salah satu dari subjek 
hukum berikut ini: 
1) Perorangan warga negara 
2) Kesatuan masyarakat hukum adat 
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 Harjono . Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa  (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008), 176. 



































3) Badan hukum publik atau privat 
4) Lembaga Negara.  
b. Kriteria kedua yang berkaitan dengan anggapan pemohon bahwa hak 
dan wewenang konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu 
Undang-undang dengan rincian sebagai berikut: 
1) Adanya hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang 
diberikan oleh UUD 1945 
2) Hak atau kewenangan konstitusional permohon tersebut 
dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh Undang-undang 
yang sedang diuji 
3) Kerugian tersebut bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau 
setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran 
yang wajar dapat dipastikan terjadi 
4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara 
kerugian dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan 
untuk diuji 
5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan 
maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan 




C. Unsur-Unsur Gugatan (Citizen Lawsuit/Actio Popularis) 
1. Setiap Orang atau Setiap Warga Negara 
                                                          
30
 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab (Jakarta : Konstitusi Press, 
2006 ), 43-44. 



































Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis setiap orang yang merupakan warga 
negara memiliki standing untuk mengajukan gugatan, tanpa 
mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat nyata dan langsung pada 
dirinya. Dengan demikian setiap orang dapat tampil sebagai Penggugat  
dalam kasus Citizen Lawsuit/Actio Popularis. 
Setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis  karena:  
a. Pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945 (hak setiap orang atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan 
perlakuan sama dihadapan hukum) 
b. Pasal  2 UU 39 tahun 1999 “Negara indonesia 
menjunjung tinggi HAM” 
c. UU Nomor 11 tahun 2005 dan UU Nomor 12 tahun 
2005: menguatkan pengakuan hak sipol dan ekosob 
sebagai hak warga negara 
2. Kepentingan Umum  
Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum 
adalah keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak dengan 
tujuan yang luas. Kepentingan umum termasuk kepentingan rakyat 
dengan memperhatikan segi-segi sosial. 
Pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai hak membela 
kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama 
kepentingan umum (on behalf of the publik interest) dapat menggugat 
negara atau Pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum 
yang nyata-nyata merugikan publik dan merugikan hak asasi manusia 
(occes to justice), apabila negara diam dan tidak melakukan tindakan 



































apapun untuk kepentingan warga Negaranya tersebut. Oleh karena 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis bersifat memperjuangkan kepentingan 
publik atau hajat orang banyak dalam hal negara tidak melakukan 
kewajiban untuk melindungi, menghormati, menegakkan dan 
memajukan hak-hak warga negaranya, sehingga menimbulkan kerugian 
bagi warga negaranya.  
Setiap orang yang mengajukan gugatan Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis harus memiliki dasar kepentingan yang tepat. Oleh karena itu, 
unsur kepentingan umum ini merupakan salah satu unsur utama yang 
harus dibuktikan Penggugat  bahwa kepentingan yang menjadi dasar 
gugatannya dalam pengajuan Citizen Lawsuit/Actio Popularis adalah 
kepentingan umum 
3. Perbuatan Melawan Hukum  
Perbuatan Melawan Hukum adalah akibat dari suatu perbuatan 
yang bertentangan dengan hukum, walaupun akibat itu memang tidak 
dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus 
mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan 
tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka 
timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang 
diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH 
Perdata, yang berbunyi : 



































“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian 
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” 
 
Secara yuridis, di Indonesia sendiri Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis belum ada pengaturannya, Mahkamah Agung juga belum 
mengakomodir dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), tidak seperti pengaturan Class  
Action. Namun, tidak adanya hukum tidak lantas penegakkan hukum 
berhenti.  
Citizen Lawsuit/Actio Popularis hanya boleh diajukan bila ada 
hak-hak warga negara yang dilanggar oleh Pemerintah. Pelanggaran 
terhadap hak-hak warga negara tersebut haruslah merupakan perbuatan 
melawan hukum. Dengan demikian perbuatan melawan hukum menjadi 
salah satu syarat dalam mengajukan Citizen Lawsuit/Actio Popularis. 
4. Tidak Mengajukan Ganti Rugi Berupa Uang  
Dalam suatu gugatan perbuatan melawan  hukum  pada  
umumnya  adalah  Penggugat akan  menuntut  ganti  rugi materiil  dan  
yang  berupa  sejumlah  besar  uang.  Si  penderita  dalam suatu kasus 
mengajukan  gugatan untuk menuntut ganti kerugian berupa uang dan 
harus membuktikan besarnya kerugian yang telah dideritanya.  
 
D. Contoh Kasus Citizen Lawsuit/Actio Pupolaris di Indonesia 
Di Indonesia, pengajuan gugatan dengan metode Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis masih sedikit karena di Indonesia gugatan dengan 



































metode Citizen Lawsuit/Actio Popularis masih asing di telinga masyarakat. 
Beberapa kasus gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis yang pernah 
didaftarkan di Indonesia berkaitan dengan pemenuhan fasilitas umum, yaitu:  
Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn Wilayah PT PLN (Persero) 
Regional Sumatra Utara ditetapkan sebagai daerah krisis penyedia tenaga 
listrik dikarenakan dalam waktu satu hari telah terjadi pemadaman listrik 
kurang lebih 4 (empat) jam perhari. Sehingga, warga negara yang mengatas 
namakan masyarakat menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Negeri 
Medan dengan metode gugatan Citizen Lawsuit. Dalam gugatan yang 
dilayangkan ke Pengadilam Negeri Medan ini Penggugat  ialah Yusril Darus, 
Sopian, Eka Putra, Arianto Tambunan, Safaruddin, Darwaman Putra, 
Fadillah (Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Medan) 
telah menggugat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) wilayah regional 
Sumatra Utara,  Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri 
Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara.  
Selain pemadaman listrik kurang lebih 4 (empat) jam perhari di 
berbagai wilayah Regional Sumatra Utara sehingga mengakibatkan aktifitas 
sehari-hari masyarakat terkendala, Penggugat mengajukan gugatan  untuk 
megajukan ganti rugi materiil kepada Tergugat dikarenakan adanya surat 
Keputusan Direktorat Jedral Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor: 
114/2003 “PLN harus memberikan kompensasi sebesar 10% dari kewajiban 
listrik bulanan kepada pelanggan jika pemadaman lebih dari satu jam”, 



































namun sampai sekarang tidak ada upaya ganti rugi. Agar lebih jelasnya 
penulis akan menjabarkan petitum yang diminta oleh Penggugat: Menerima 
dan mengabulkan gugatan Penggugat  seluruhnya, menyatakan para 
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrehtmatigedaad), 
memerintahkan Tergugat segera melakukan langkah-langkah untuk 
mengatasi krisisis listrik dan membuat kebijakan untuk menjamin 
ketersediaan pasokan tenaga listrik di wilayah PT PLN (Persero) Regional 
Sumatra Utara, menghukum Tergugat untuk memberikan kompensasi 
sebesar 10% dari kewajiban listrik bulanan.  
Namun, hakim berpendapat lain. Menurut hakim para Penggugat  
dalam mengajukan gugatan dengan  metode Citizen Lawsuit tidak 
memenuhi unsur-unsur gugatan Citizen Lawsuit dikarenakan gugatan 
tersebut meminta ganti rugi materiil, sehingga gugatannya tidak dapat 
diterima. Putusanpun dikeluarkan dan bunyinya:  
“Menyatakan gugatan Citizen Lawsuit para Penggugat  tidak dapat diterima, 
menyatakan bahwa pemeriksaan substansi perkara tidak perlu di lanjutkan, 
menguhukum para Penggugat  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 
1.401.000 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah)” 
Selain Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn, penulis juga 
mengambil contoh  Putusan Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST. Dalam 
putusan ini Penggugat  adalah Agustinus, SH., Drs Yohanes Tanggur, S.H., 
Ngurah Anditya, S.H., M.H.Li (Advokat dan Konsultan Hukum pada Lex 
Regis Agustinus Partners), dan yang jadi Tergugat adalah Pemerintah 



































Propinsi Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang 
selanjutnya di sebut DPRD, Negara Republik Indonesia, Dewan Pimpinan 
Pusat Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Pusat Partai di Indonesia.  
Yang menjadi alasan para Penggugat  adalah rasa tidak nyaman di 
seluruh ruas jalan DKI Jakarta yang dikarenakan adanya kemacetan yang 
terjadi, kemacetan akan lebih parah jika terguyur hujan. Selain itu, 
banyaknya jumlah kendaraan yang melaju tidaksesuai dengan ruas jalan. 
Pertumbuhan ruas jalan di DKI Jakata hanya 0,01 persen per tahun. 
Kemacetan yang terjadi menyebabkan terganggugnya kesehatan fisik, 
pemborosan waktu kerja efektif dan menimbulkan pemborosan bahan bakar 
minyak. Dalam kasus ini penggugat meminta agar pemerintah memperlebar 
jalan yang ada di Kota Jakarta.  
Hakimpun memutus perkara Nomor: 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST 
ini adalah :  
“Putusan Hakim dalam perkara adalah menolak gugatan Penggugat  
untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat  dengan membayar biaya 
perkara sebesar Rp 5.191.000 (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Satu 
Ribu)” 
Menurut hakim gugatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur 
gugatan Citizen Lawsuit, selain itu menurut hakim gugatan yang di ajukan 
semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. 
Karena pada kenyataannya pemerinta Kota Jakarta telah mengupayakan agar 
tidak terjadi kemacetan. Contohnya seperti bus trasjakarta.  



































Dari dua putusan yang telah penulis uraikan diatas, dapat diambil 
intisarinya bahwa jika benar-benar akan mengajukan gugatan ke pengadilan 
hendaknya penggugat paham betul dengan kasus dan metode gugatan yang ia 
ajukan agar tidak mengakibatkan pemborosan waktu dan kerugian materiil.  
Hakim dalam memutus perkara ini dirasa penulis sudah tepat, karena jika 
ingin mengajukan gugatan ke pengadilan harus paham unsur-unsur metode 
gugatan tersebut.  
 




































ANALISIS SIYA>>SAH QAD{AI>YAH  TERHADAP HAK GUGAT WARGA 
NEGARA (CITIZEN LAWSUIT/ACTIO POPULARIS) 
 
A. Analisis Terhadap Penerapan Hak Gugat Warga Negara (Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis) di Indonesia 
Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, yang dikaji 
dalam skripsi ini yaitu upaya untuk mendapatkan unsur-unsur yang harus 
dipenuhi dalam suatu gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis. Oleh  karena  
itu  Penulis  menganalisa  fakta-fakta  yang  terdapat dalam contoh putusan, 
dengan adanya contoh putusan tersebut akan menjelasan jawaban dari 
rumusan masalah.  
1. Setiap Orang atau Setiap Warga Negara 
Putusan Nomor 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn ke Pengadilan Negeri 
Medan tentang tidak terpenuhinya fasilitas umum listrik yang baik dan 
memadai untuk masyarakat di wilayah regional Sumatra Utara  dan 
gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis dengan nomor Putusan Nomor 
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
tentang tidak terpenuhinya fasilitas umum jalan yang baik dan nyaman 
bagi masyarakat di Jakarta. Para Penggugat  dalam 2 (dua) kasus 
tersebut tidak hanya sebagai pihak yang mengajukan gugatan ke 
pengadilan, namun sebagai pihak yang merasa di rugikan akibat 



































perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat  yaitu 
Pemerintah. 
Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa gugatan yang di 
ajukan oleh Penggugat  telah memenuhi unsur-unsur sebagai 
gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis. Karena pada prinsipnya 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis adalah suatu hak gagat warga 
negara yang pada hakekatnya yang merupakan akses orang 
perorangan atau warga negara untuk kepentingan keseluruhan warga 
negara atau kepentinngan publik.   
2. Kepentingan Umum  
Sebagaimana terdapat gugatan dalam Putusan No 
411/Pdt.G/2013/PN.Medan, para Penggugat  merupakan warga negara 
Indonesia yang berdomisisli di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara 
telah menuntut para Tergugat I sampai dengan Tergugat IV memberikan 
kompensasi 10% dari kewajiban listrik bulanan kepada pelanggan jika 
telah terjadi pemadaman lebih dari 1 (satu) jam. Bahwa tuntutan yang 
menginginkan agar pihak Tergugatat membayar sejumlah uang 
sebagaimana gugatan aquo, penurut Penulis hal tersebut tidak dapat 
dibenarkan, karena menyimpang dari tujuan pengajuan gugatan secara 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis dan kepentingan umum dalam 
pengajuan gugatan ini menjadi gugur. Selain itu menurut penulis, 
pengajuan gugatan dengan meminta ganti rugi berupa uang yang 
dilakukan oleh Penggugat dalam kasus ini hanya untuk kepentingan para 



































Pengggugat saja. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Negara  
dalam Putusan 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn tentang pemenuhan fasilitas 
umum listrik ini tidaklah bersifat riil atau langsung yag harus dipenuhi 
oleh Negara, tetapi dengan cara bagaimana Negara memulihkan kembali 
kondisi atau keadaan listrik di wilayah Regional Sumatra Utara.  
Dengan kata lain, tuntutan Pengugugat tersebut harus berisi 
permohonan supaya Negara mengeluarkan suatu kebijakan, agar 
perbuatan melawan hukum yang dilakukan Negara berupa kelalaian atau 
pembiaran dalam pemenuhan hak warga negara dimasa yang yang akan 
datang tidak terjadi lagi.  
Gugatan yag dilakukan oleh Penggugat  dalam kasus pemenuhan 
fasilitas umum listrik ini tidak dapat dikatakan sebagai gugatan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis, karena sebuah gugatan yag diajukan oleh 
sekumpulan orang atau sejumlah orang yang mewakili masyarakat 
umum dengan tuntutan sejumlah ganti rugi berupa uang termasuk 
kedalam Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).  
Para Penggugat  dalam gugatan dengan Putusan Nomor 
53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST adalah warga negara Indonesia, tinggal 
dan bekerja di Jakarta. Dalam aktifitas bekerjanya para Penggugat  
mengalami rasa tidak nyaman karena terjadi kemacetan pada ruas jalan 
yang ada di Jakarta, akibat tidak sebandingnya jumlah kendaraan dengan 
ruas jalan, yang dapat mengganggu keselamatan dalam bekerja dan 
menimbulkan kelelahan, mengganggu kesehatan fisik dan psikis para 



































Penggugat  dan mengakibatkan pemborosan bahan bakar kendaraan. 
Penggunaan bahan bakar yang berlebihan akibat kemacetan memberi 
keuntungan kepada Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), 
karena setiap bahan bakar yang digunakan akan dikenakan pajak (UU 
No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retrebusi Daerah). Selain itu, 
Penggugat  berpendapat bahwa fasilitas angkutan umum (Trans Jakarta) 
yang di sediakan Tergugat untuk mengatasi permasalahan kemacetan 
tidak dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Jakarta.  
Penulis berpendapat bahwa, Penggugat  dalam gugatannya tidak 
memenuhi unsur kepentingan umum dan hanya mementingkan 
kepentingan pribadi dan golongan. Seperti yang kita ketahui bersama, 
angkutan umum (Trans Jakarta) adalah usaha yang di lakukan 
Pemerintah untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Jakarta.  
3. Perbuatan Melawan Hukum  
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam 
Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah bahwa Tergugat selaku 
penyelenggara tenaga listrik tidak menyediakan tenaga listrik yang 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak memberikan pelayanan 
sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam 
pasal 28 huruf a dan b UU Nomor 30 tahun 2009 yang berbunyi:  
Pemegang izin usaha penyedia ketenaga kerjaan wajib :  
a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan 
keandalan yang berlaku 
b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
konsumen dan masyarakat 




































Menurut Penulis, gugatan terhadap pemenuhan fasilitas umum 
listrik yang terdapat dalam Putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PN.Mdn 
telah memenuhi unsur pebuatan melawan hukum karena pihak Tergugat 
tidak bisa memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah 
di amanatkan kepadanya dengan cara melakukan pemadaman listrik 
secara bergilir kurang lebih 4 (empat) jam perhari di berbagai tempat 
hampir di setiap harinya, sehingga menyebabkan terkendalannya 
aktifitas mayarakat.  
Perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan 
Penggugat  dalam Putusan Nomor 53/PDT.G/2012/PN.JKT.PST adalah 
Penggugat  tidak menyediakan dan tidak berupaya untuk memperbaiki 
kondisi kemacetan yang yang telah nyata membawa kerugian bagi 
warga negara yang berada di Kota Jakarta.  
Bahwa menurut Penggugat , ketentuan Undang-undang yang 
dilanggar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:  
a. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945  
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal dan mendapatkan lingungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” 
b. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang 
HAM 
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat” 
c. Pasal 35 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang HAM  
“Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan 
keNegaraan yang damai, aman dan tentram, yang 
menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak 
asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana di 
atur dalam Undang-undang ini” 




































Penulis berpendapat, bahwa dengan pernyataan bahwa Tergugat 
tidak melakukan upaya untuk mengatasi kemacetan di Kota Jakarta 
yang diajukan oleh Pergugat terbukti salah. Karena, Tergugat telah 
melakukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kota 
Jakarta seperti penambahan jumlah angkutan umum, kebijakan kenaikan 
pajak kedaraan bermotor, kebijakan kenaikan tarif parkir dan larangan 
kendaraan parkir di badan jalan, kebijakan penerbitan (sterilisasi jalan) 
parkir liar di di ruas-ruas jalan Kota Jakarta, kebijakan larangan 
pedagang kaki lima berjualan di terotoar atau pinggir jalan utama Kota 
Jakarta, larangan bagi angkutan umum berhenti (ngetem) di pinggir 
jalan, kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan usia 
kendaraan.  Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat  di 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dikatakan memenuhi unsur 
perbuatan melawan hukum, yang mana unsur perbuatan melawan hukum 
adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis.  
4. Tidak Mengajukan Ganti Rugi Berupa Uang  
Dalam kasus gugatan pemenuhan fasilitas umum jalan yang baik 
dan nyaman, para Penggugat tidak meminta ganti rugi materiil kepada 
Tergugat, Penggugat dalam kasus ini meminta agar Pemerintah 
menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Jakarta. Menurut 
pendapat penulis dengan tidak meminta ganti rugi materiil, gugatan 



































tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam gugatan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis.  
Lain halnya dengan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri 
Medan tentang pemenuhan fasilitas umum listrik, Penggugat disini 
meminta kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi sebesar 10% 
dari tagihan listrik bulanan. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa, 
gugatan tersebut tidak memenuhi unsur dalam gugatan Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis. Hal ini disebabkan karena hakim akan sulit 
menilai dan menentukan materi dalam jumlah yang  wajar  untuk  
mengganti  kerugian  yang  telah  dialami  masyarakat. 
Penulis telah membuat tabel unsur-unsur Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis agar mempermudah pembaca dalam membaca dan 
menafsirkan tulisan:  
1.1 Tabel unsur-unsur Citizen Lawsuit/Actio Popularis yang telah 
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4. 
Tidak mengajukan ganti 
rugi uang 
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Pengajuan gugatan ke pengadilan dengan metode Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis memang belum di atur di Indonesia, namun pengadilan tidak boleh 
menolak perkara hanya karena tidak ada atau belum adanya aturan hukum yang 
mengatur mengenai gugatan tersebut.  
Sehingga, di Indonesia meskipun tidak ada aturan hukum yang mengatur 
tentang Citizen Lawsuit/Actio Popularis beberapa pengadilan sudah 
mengeluarkan putusan dengan metode gugtatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis.  
 
B. Analisis Siya>>sah Qad{ai>yah Terhadap Gugatan Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis  
Pelembagaan    kekuasaan    yudikatif    dalam    rentang    sejarah 
kekuasaan kehakiman Islam dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang 
masing-masing  memiliki  tugas  dan  kewenangannya,  namun  demikian 
semua   lembaga   tersebut   berada   pada   satu   atap   pelaksana   umum 
kekuasaan   yudikatif (Sulthah Qad{ai>yah).   Jika   pada   masa   dinasti   
Umayah   pelaksana umumnya  disebut Al-Nizham Al-Qadha’i (pelaksana  
hukum),  sedangkan pada     masa     dinasti     Abbasiyah     disebut     
dengan Al-Nizham Al- Maza>lim yakni   lembaga   yang   bertugas   memberi   
penerangan   dan pembinaan  hukum,  menegakan ketertiban  hukum,  baik  
di  lingkungan Pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat.  
Meskipun   memiliki   perbedaan,   akan   tetapi   masing-masing 
badan  yang  berada  di  bawahnya,  baik Nizham Al-Qadha’i maupun Al-



































Nizham Al- Maza>lim, keduanya    sama-sama    memiliki    tiga    badan 
peradilan  diantaranya: 
Wilayah al-Qada’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan 
perkara-perkara awam sesama warganya, baik perdata maupun pidana. 
Wilayah al-Hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani 
persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-
Qada’. Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan 
mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala 
dan ridha Allah SWT. Wila>yah al-Maza>lim adalah lembaga peradilan yang 
secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap 
hak-hak rakyat. Muhammad Iqbal mendefinisikan Wila>yah al-Maza>lim 
sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat 
Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik 
yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan 
pejabat Negara yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia).
31
 Artinya segala 
masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik dilakukan para 
penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya, 
tetap dianggap sebagai tindak kezaliman. 
Telah di jelaskan tentang penguasa (Pemerintah) dengan rakyat 
dalam Al Quran dan hadith Nabi Muhammad Saw.:  
 َْحت َْنأ ِساَّىلا َهْيَب ُْمتْمَكَح َاِرإَو اَهِلَْهأ ٰىَِلإ ِتَاواََمْلْا اوُّدَُؤت َْنأ ْمُكُرُْمَأي َ َّاللَّ َِّنإ اىُمُك
اًريَِصب ًاعيِمَس َناَك َ َّاللَّ َِّنإ ۗ ِهِب ْمُكُظَِعي ا َّمِِعو َ َّاللَّ َِّنإ ۚ ِلَْذعْلِاب 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 159. 



































Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat (QS An-Nisa’ [4]:58) 
 ِضَْرْلْا ِيف اَْىثَْعت َلََو ْمُهَءَايَْشأ َساَّىلا اىُسَخَْبت َلََوهيِذِسْفُم ََ  
Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. (QS al-Syuara’ [26]:183) 
Membuat kebijakan untuk rakyat adalah hak bagi Pemerintah. Oleh 
karena itu, untuk menghindari pelanggaran hak yang dilakukan oleh 
Pemerintah dan supaya kebijakan mendapatkan manfaat, seperti dalam 
kaidah fiqhiyah:  
 ِةََحلص َنل اِب ُطى ُنَه ِةَيِع َّرلا ىَلَع ِماَهلإا ُف ُّرََصت 
 
“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada 
kemaslahatan” 
Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi 
kepada kemaslahatan rakyat dalam membuat suatu kebijakan, bukan 
mengikutikeinginan hawa nafsu atau keluarga dan kelompoknya.
32
 
Penguasa adalah pelayan bagi masyarakat, bukan malah sebaliknya. 
Dalam perjalanan kehidupan umat manusia, amat banyak penguasa yang 
ingin  dilayani oleh masyarakat bahkan cenderung menyakiti rakyatnya. 
Dengan kepemimpinan, seorang bisa terjerusmus kedalam siksa api neraka 
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 Alfi Nabilla, “Ringkasan Al Qawa’id Al Fiqhiyah Al Khasah (Kaidah-Kaidah Fiqh yang 
Khusus)” dalam http://www.academia.edu/25733205/, diakses pada 15 Juni 2018. 



































atau akan menuntunnya menuju surga. Tergantung dari apakah ia mampu 
untuk bersikap adil kepada rakyatnya atau tidak. Disebutkan dalam sebuah 
hadith bahwa seorang imam /pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan 
di hari dimana tidak ada naungan selain naungan Allah, dan doa seorang 
pemimpin yang adil tidak akan di tolak oleh Allah SWT. 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis merupakan salah satu mekanisme 
gugatan sebagai perwujudan akses individual/ orang perorangan warga 
negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentigan publik, 
dimana warga negara dapat melakukan gugatan terhadap tindakan yang atau 
bahkan pembiaran (omisi) yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak 
warga negara.
33
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, jika 
pejabat negara atau Pemerintah dalam melakukan tugasnya merugikan dan 
melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara 
yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dapat melakukan upaya 
pengajuan gugatan ke pengadilan Wila>yah al-Maza>lim.  
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 Isrok , Citizen Lawsuit Penegakan Hukum…, 3. 






































A. Kesimpulan  
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:   
1. Hak gugat warga negara atau yang dikenal dengan istilah Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis dalam sistem hukum Common Law dan Actio 
Popularis dalam sistem hukum Civil Law adalah hak gugat warga negara 
yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari terjadinya 
kerugian berbagai akibat tindakan, kebijakan atau karena pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Hak gugat Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap 
warga untuk menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuatan 
keputusan yang merugikan kepentingan umum. Unsur-unsur gugatannya 
adalah setiap orang atau setiap warga negara, kepentingan umum, 
perbuatan melawan hukum dan tidak mengajukan ganti rugi materiil. Di 
Indonesia sendiri belum ada payung hukum yang secara spesifik 
mengatur mengenai Citizen Lawsuit/Actio Popularis ini, baik dalam 
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) , Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA), maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Di 
Indonesia Pengadilan menerima gugatan Citizen Lawsuit/Actio 
Popularis dan Hakim dalam memutus dan mengadili perkara dengan 

































mekanisme Citizen Lawsuit/Actio Popularis dikarenakan di dalam Pasal 
5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 
hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan 
dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang 
jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 
2. Dalam Tinjauan Siya>>sah Qad{ai>yah gugatan warga negara (Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis) termasuk kedalam Wila>yah al-Maza>lim. 
Wila>yah al-Maza>lim adalah peradilan yang di khususkan untuk 
menangani permaslahan pemrintah dengan rakyat. Jika pejabat Negara 
atau Pemerintah dalam melakukan tugasnya merugikan dan melanggar 
kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang 
melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) dapat melakukan upaya 
pengajuan gugatan ke pengadilan Wila>yah al-Maza>lim 
 
B. Saran  
Citizen Lawsuit/Actio Popularis adalah bagian dari 
perkembangan hukum pada era sekarang dan menjadi sarana 
kebutuhan hukum bagi masyarakat yang semakin kompleks dari hari 
ke hari. Dalam prakteknya di Indonesia gugatan dengan metode 
Citizen Lawsuit/Actio Popularis sudah mulai di kenal oleh 

































masyarakat luas. Namun, di Indonesia belum ada Undang-undang 
yang mengatur tentang gugatan Citizen Lawsuit/Actio Popularis. 
Menurut penulis dengan cara dibuat dan dikeluarkannya Peraturan 
Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung, atau 
Peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara spesifik mengatur 
tentang Citizen Lawsuit/Actio Popularis akan terciptanya kepastian 
hukum, perlindungan hukum bagi para pencari keadilan dan akan 
mengatasi berbagai kendala dalam menerapkan konsep Citizen 
Lawsuit/Actio Popularis di Indonesia. 
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